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bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor : 910/106/SJ tentang Petunjuk  Teknis
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah
Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh
Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, perlu pengelolaan keuangan daerah yang tertib,
efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung
jawab;

bahwa dalam rangka penanggulangan bencana alam
kerusakan jembatan diatas aliran sungai cisanggarung,
perlu dialokasikan belanja tidak terduga yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;

bahwa penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan hurup b, dilakukan dengan
pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja
langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
berkenaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
hurup a, hurup b, hurup ¢, dan hurup d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kuningan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun Anggaran 2017.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3390) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 4400),

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 No. 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 541);
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80
Tahun 2015 tentang Juknis Penggunaan  dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun
2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 874);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun
2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor
29 seri A),

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2016 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat (5/279/2016);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2017 Nomor 1 seri A);

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan
(Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 7);

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 32);

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017
Nomor 20).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban
Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan



Menetapkan

Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 910/KPTS.234-
BPKAD/2017 Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga
untuk Penanggulangan Kerusakan Jembatan Siliwangi
diatas Sungai Cisanggarung pada Ruas Jalan Simpang
Parakan-Padamulya Kecamatan Maleber pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kuningan Nomor 900/473/DPUPR Tanggal 16
Januari 2017, Hal Permohonan Alokasi Pembiayaan untuk
Penanganan Kerusakan Jembatan Siliwangi diatas Sungai
Cisanggarung pada Ruas Jalan Sp. Parakan - Padamulya
Kecamatan Maleber (Panjang 50 meter dan lebar 4 meter)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 3 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
diubah sebagai berikut:

A. Pendapatan

Semula Rp. 2.484.692.572.646,00
Bertambah /(berkurang) Rp. 119.391.000.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Rp. 2.604.083.572.646,00
Perubahan

B. Belanja Daerah
Semula Rp. 2.515.356.977.263,00
Bertambah/ (berkurang) Rp. 119.391.000.000,00

Jumlah Belanja Belanja Daerah Rp. 2.634.747.977.263,00
Setelah Perubahan
1. Belanja Tidak Langsung

- Belanja Tidak Terduga
Semula Rp. 6.602.460.101,00
Bertambah /{berkurang) Rp. (2.500.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 4.102.460.101,00

Setelah Perubahan



2.Belanja Langsung

Semula Rp. 822.522.967.561,00
Bertambah/ (berkurang) Rp. 121.891.000.000,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 944.413.967.561,00

Setelah Perubahan

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diubah sebagaimana tercantum
pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
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